SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menimbang :

Mengingat :

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pasal 4 ayat 5 menyatakan
bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah
tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan

berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;

bahwa agar pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,
perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati
Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4937);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5153);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang
diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun
2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pulau Morotai Nomor 18).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 14
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAL

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor
14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor
14) diubah sebagai berikut:

[. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Sub Pengeluaran setelah yaitu

angka 65.a, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

65. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang diperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas/volume, peningkatan efesiensi, peningkatan mutu produksi,
penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya
sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus
ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang

bersangkutan.

65.a Terhadap aset yang dilakukan renovasi/restorasi/overhaul apabila nilai
renovasi/restorasi/overhaul yang dilakukan sebesar kurang dari 50%
dari nilai asetnya maka tidak menambah masa manfaat, dan jika diatas
50% dari nilai asetnya maka menambah masa manfaat dimana
penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan penetapan dari
entitas yang melaksanakan kegiatan renovasi/restorasi/overhaul

tersebut bersama instansi teknis.

II. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Huruf C bagian Penyusutan poin
Nomor 71 pada lampiran dirubah kodefikasi dan masa manfaatnya sehingga

selanjutnya berbunyi sebagai berikut:



C. PENGUKURAN
71. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-

masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Masa
Kodefikasi Uraian Manfaat
(Tahun)

113 ASET TETAP

1132 Peralatan dan Mesin

113|201 | Alat-Alat Besar Darat 5
1|3 |2|02 | Alat-Alat Besar Apung 5
1|3 |2/ 03 |Alat-alat Bantu 3
1|13 ]|2| 04| Alat Angkutan Darat Bermotor 7
113|205 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2
113|206 | Alat Angkut Apung Bermotor 7
113|207 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor 2
113|208 | Alat Angkut Bermotor Udara 10
113|209 | Alat Bengkel Bermesin 10
1|3 |2/ 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin 5
113|211 | Alat Ukur 5
13| 2| 12 | Alat Pengolahan Pertanian 5
1|13 |2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan S

Pertanian

113|214 | Alat Kantor 5
1|3 |2]| 15 | Alat Rumah Tangga 5
1|13 |2| 16 | Peralatan Komputer 4
1|3 |2 | 17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
132/ 18 | Alat Studio S
113|219 | Alat Komunikasi 5
1|13 |2 |20 | Peralatan Pemancar 10
113|221 | Alat Kedokteran 5
113|222 | Alat Kesehatan 5
1|3 | 2|23 | Unit-Unit Laboratorium 5




Masa

Kodefikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1|3 ]| 2| 24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah S
1|3 |2 |25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 5
1|3 |2 |26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika S
1|3 |2 |27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10
1|3 | 2|28 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing 10
Laboratory (BATAM)

1|3 |2 | 29| Alat Laboratorium Lingkungan Hidup S
1|3 |2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 5
1|3 (|2 |31 | Senjata Api 10
1|3 |2 | 32| Persenjataan Non Senjata Api 3
1|3 |2 | 33| Alat Keamanan dan Perlindungan S
1|3 | 2|34 | Rambu-Rambu 5
1|3 |2 | 35 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5
1|3 | 2| 36 | Peralatan Olahraga 5
1133 Gedung dan Bangunan

1|3 |3 |01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja S0
1|13 |3| 02| Bangunan Gedung Tempat Tinggal S0
1|3 |3 | 03| Bangunan Menara 40
1|3 | 3|04 | Bangunan Bersejarah 50
1|3 |3 |05 | Tugu Peringatan S0
113|306 |Candi 50
1|3 |3 |07 | Monumen/Bangunan Bersejarah S0
1|3 |3 | 08| Tugu Peringatan Lain 50
113|309 | Tugu Titik Kontrol/Pasti S0
1(3(4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

113|401 |Jalan 10
113|402 | Jembatan 50
1|3 |4 | 03| Bangunan Air Irigasi S0
1|3 |4 | 04| Bangunan Air Pasang Surut 50




Masa
Kodefikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1|3 |4 | 05| Bangunan Air Rawa 25
1|3 |4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan 10
Penanggulangan Bencana Alam
1|13 |4 |07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air 30
Tanah
1|3 |4 |08 | Bangunan Air Bersih/Baku 40
13[4 |09 | Bangunan Air Kotor 40
1|34 | 10 | Bangunan Air 40
113|411 | Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1|13 |4| 12 | Instalasi Air Kotor 30
1|3 |4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah 10
1|3 |4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
1|3 | 4| 15 | Instalasi Pembangkit Listrik 40
113|416 | Instalasi Gardu Listrik 40
1|3 | 4| 17 | Instalasi Pertahanan 30
1|13 |4/ 18 | Instalasi Gas 30
1|3 |4/ 19 | Instalasi Pengaman 20
113|420 |Jaringan Air Minum 30
1|3 |4/|21 |Jaringan Listrik 40
113|422 | Jaringan Telepon 20
13[4 |23 | Jaringan Gas 30

III. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Persediaan Huruf C poin Nomor 7 pada
lampiran dirubah metode pengukurannya sehingga selanjutnya berbunyi
sebagai berikut:

C. PENGUKURAN

7. a.Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan
membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan.

b. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka
pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan
keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan di nilai
dengan menggunakan metode FIFO (First in first out).



Pasal 2

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Bupati Pulau
Morotai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Kabupaten Pulau Morotai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 57

Satinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALABAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAINIAN BASRI, SH
NIP-197606062011011003




